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ABSTRAK

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam
menjamin kepatuhan debitur terhadap kewajibannya. Fidusia, yang berfungsi
sebagai jaminan atas benda bergerak, memberikan hak kepada kreditur untuk
merebut kembali barang yang dijadikan agunan apabila debitur gagal memenuhi
kewajibannya (wanprestasi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan
yang menggunakan jaminan fidusia serta bagaimana pertimbangan hukum hakim
dalam gugatan sederhana terkait wanprestasi. Studi kasus yang digunakan berasal
dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 70/Pdt.GS/2024/PN.Plg. Dalam
kasus tersebut, tergugat tidak mampu membayar angsuran pembiayaan kendaraan
dan terjerat wanprestasi. Walaupun penggugat telah memberikan kesempatan
dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan teguran, tergugat tetap tidak
memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, eksekusi jaminan fidusia dilakukan
melalui proses lelang. Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi sering
disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kebakaran, yang tidak dapat dikategorikan
sebagai force majeure. Selain itu, pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa
keberadaan pihak ketiga, seperti asuransi, dalam gugatan sederhana dapat
mempengaruhi jalannya proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali
faktor penyebab  wanprestasi dan menyelidiki bagaimana hakim
mempertimbangkan aspek hukum dalam gugatan sederhana terkait perjanjian
pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Wanpreestasi, Gugatan
Sederhana.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian  kredit merupakan aspek yang penting dalam
memberikan kredit, tanpa adanya perjanjian yang telah ditandatangani oleh
pihak bank dan debitur maka perjanjian kredit itu dianggap tidak ada.
Dalam melakukan perjanjian kredit yang biasanya dikuti perjanjian
jaminan atau suatu kesepakatan hukum di mana satu pihak (pemilik
jaminan) memberikan jaminan kepada pihak lain (pihak yang dijamin)
sebagai bentuk jaminan untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang
ada dalam perjanjian atau kontrak. Jaminan ini dapat berupa aset atau
barang berharga yang digunakan untuk menjamin pembayaran utang atau
kewajiban lain, dan memberikan hak kepada pihak yang dijamin untuk
mengambil alih jaminan tersebut jika kewajiban tidak dipenuhi.t

Dalam melakukan transaksi kredit antara kreditur dan debitur
biasanya melibatkan lembaga penjaminan, salah satunya Fidusia yang
merupakan lembaga penjaminan yang hadir akibat adanya suatu perjanjian
pokok. Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dalam melakukan
perkreditan melalui lembaga keuangan baik itu milik pemerintah maupun
milik swasta yang dapat memberikan kredit dengan bunga yang rendah.

Jadi prosedur dalam memperoleh kredit haruslah mudah dan cepat karena

20109.

! Setiawan, R, Hukum Jaminan dan Eksekusi Jaminan. Jakarta: Penerbit Hukum Utama,



jika prosedur tersebut susah akan mengakibatkan pengajuan kredit
menjadi semakin sulit dan rumit. Fidusia ini dikenal sebagai salah satu
jaminan hak milik perwalian karena hak dari kepemilikan benda yang
dapat dialihkan sedangkan dari debitur akan tetap menguasai barang
tersebut secara fisik. Jaminan yang diberikan sebagai agunan dapat berupa
jaminan perorangan atau jaminan kebendaan, jaminan fidusia dapat
berbentuk jaminan kebendaan.
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikat dirinya;

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal®

Prinsip pada jaminan fidusia tidak memiliki kesamaan pada

jaminan lain karena pada objek jaminan laih harus diserahkan kepada
kreditur. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1152 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yang berisikan : “Jika barang jaminan tetap
dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.” Lalu
Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia (Selanjutnya di singkat UU Jaminan Fidusia) yang

mengatakan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2 Tami Rusli, Priskalia Anggraini, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna ( Studi Putusan Nomor
6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw), Jurnal Rectum, Volume 6, Nomor 1, (2024) Januari:134-149.



Dimana kalimat tersebut menyampaikan bahwa “Sertifikat jaminan fidusia
mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap.” sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2)
UU Jaminan Fidusia.

Pengaruh yang ditimbulkan dari sertifikat jaminan fidusia yang
mempunyai kekuatan dalam eksekusi yang sama dengan putusan
pengadilan, jika pemberi fidusia atau debitur melakukan cedera janji,
maka penerima fidusia sebagai pihak yang mempunyai piutang dapat
melakukan lelang atau penjualan atas benda yang dijadikan objek jaminan
fidusia. Menurut Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia, “Apabila debitur
cedera janji objek yang menjadi jaminan fidusia akan dijual oleh penerima
fidusia (kreditur) karena telah mendapatkan penguatan hak  atas
kekuasaanya sendiri.” Hak tersebut merupakan kekuatan eksekutorial atau
hak eksekusi dimana dalam melakukan eksekusi pelaksanaannya dapat
langsung dilakukan tanpa harus melalui pengadila karena hal ini besifat
final serta mengikat bagi para pihak yang melakukan putusan tersebut.’

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Jaminan Fidusia “adalah hak
jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan
benda bergerak maupun tidak bergerak mengenai Hak Tanggungan yang

tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai jaminan

% Joni Alizon, Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019, Jurnal Eksekusi, Vol.2 No. 1 Juni 2020,
Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau



pelunasan barang tertentu.”® Bahwa diketahui selama ini fidusia
merupakan penyerahan hak milik dalam kepercayaan fidusia dengan
sebutan penyerahan untuk melanjutkan penguasaan benda jaminan
tersebut. Dalam pemberian kredit ini kreditur berharap bahwa
pengembalian kredit yang telah dipinjamkan dengan bunga yang
ditetapkan, namun kenyataannya tidak semua berjalan lancar karena kredit
mengalami penunggakan. Maka peran lembaga jaminan fidusia digunakan
dalam perjanjian kredit yang telah didaftarkan dilembaga jaminan fidusia
dan memperoleh hak untuk mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang
berwajib untuk mengambil fidusia yang telah dijanjikan dalam perjanjian
tersebut.

Secara umum wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam
perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.> Menurut hukum perdata,
wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam kontrak tidak
memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
dalam perjanjian.® Menurut Pasal 1238 KUHPerdata Menyatakan bahwa
“suatu perjanjian dianggap tidak dipenuhi apabila salah satu pihak tidak
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian.” Pasal 1239

KUHPerdata “Mengatur mengenai keadaan di mana debitur tidak dapat

* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

® Hukumonline, 2023, Pengertian dan Penanganan Wanprestasi dalam Hukum Perdata,
Diakses dari https://www.hukumonline.com/wanprestasi

® Hidayat, M, Aspek Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis di Indonesia, Jurnal
Hukum dan Ekonomi, Volume 24 No. 2 Tahun 2021.



memenuhi kewajibannya karena keadaan yang tidak dapat dihindari (force
majeure), tetapi ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk
memenuhi perjanjian.” dan Pasal 1243 KUHPerdata “Menyebutkan
bahwa dalam hal wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta
ganti rugi atau kompensasi atas Kkerugian yang timbul akibat
wanpres‘[asi.”7

Tindakan wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap
pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi
dalam memberikan ganti rugi sehingga tidak ada satu pihak yang
dirugikan dalam permasalahan tersebut. Tindakan wanprestasi dapat
terjadi akibat berbagai faktor yang menyebabkan salah satu pihak dalam
perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati. Kecuali tidak adanya kontrak yang memiliki alasan
force majueure atau tidak terkendali yang pada umunya dapat
membebaskan pihak yang tidak memenuhi perjanjian prestasi untuk
sementara waktu atau selamanya. Meskipun kreditur mempunyai peran
penting dalam Kinerja perekonomian dan penjaminan, kreditur dalam
perjanjian jaminan fidusia harus mempunyai perlindungan hukum tetapi
masih sangat lemah dan terbatas.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).



untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan
sederhana, cepat, biaya ringan. Gugatan Sederhana atau Small Claim
Court merupakan bagaimana tata cara dalam pemeriksaan di persidangan
terhadap suatu gugatan perdata yang mempunyai nilai gugatan materil
yang kecil atau perkara ringan dan dapat diselesaikan dengan cara
sederhana oleh Mahkamah Agung .® Gugatan sederhana atau small claim
court juga dapat diartikan sebagai tata cara pemeriksaan dalam
persidangan terhadap suatu gugatan perdata yang memiliki nilai gugatan
materil paling banyak Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) yang
dapat diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana.’
Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, studi kasus pada
Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 70/Pdt.GS/2024/ PN.Plg.
Permasalahan ini berawal dari Penggugat (PT Reksa Finnance Cabang
Jakarta Selatan) dengan Terguggat (Tohar) yang mempunyai perjanjian
pembiayaan jaminan fidusia dengan mendapatkan fasilitas pembiayaan
untuk 1 (satu) unit kendaraan yang disertai dengan akta jaminan fidusia,
dan telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana perjanjian pembiayaan
jaminan fidusia dengan pembayaran secara angsuran, dimana terguggat
memiliki ~ kewaajiban  membayar angsuran  perbulan  sebesar

Rp.11.581.000.- (sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

® Hukum Online, 2023, 8 Tahun Small Claim Court dan Perbedaan dengan Negara Lain,
Diakses dari https://www.hukumonline.com/stories/article/It642c2df29al1dd/8-tahun-small-claim-
court-dan-perbedaan-dengan-negara-lain/

° Hukum Online, 2021, Seluk Beluk Gugatan Sederhana, Diakses dari
https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-1t56a9cc2d21ea9/



setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) kali. Sebagaimana perjanjian
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ternyata tergugat hanya
membayar 3 (tiga) kali angsuran, dana penggugat masih memiliki itikad
baik walaupun tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji
(wanprestasi), penggugat memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), surat
Teguran (SP2), Pemberitahuan Terakhir (SP3) dan surat somasi.*® Namun
tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada
penggugat sebagaimana yang telah disepakati, tergugat telah melakukan
tindakan wanprestasi/ ingkar jani kepada penggugat sebagaimana Pasal 5
ayat 2 pada surat perjanjian jaminan fidusia yang berbunyi , “Bilamana
Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut
yang telah ditentukan dalam perjanjian Fidusia tidak memenuhi
kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka lewat waktu yang ditentukan
untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan
tentang adanya pelanggaran atau kelalaian pemberi Fidusia dalam
memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak pemberi fidusia untuk
meminjam pakai objek jaminan fidusia menjadi berakhir dan jaminan
fidusia harus diserahkan dengan segera oleh pemberi fidusia kepada
penerima fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh penerima
fidusia.” Perbuatan ingkar janji yang dilakukan tergugat kepada penggugat
membuat kerugian, oleh karena itu majelis hakim melakukan pengamanan

dan eksekusi atas objek jaminan fidusia dengan melakukan penjualan atau

19 pengadilan Negeri Sumatera Selatan, Putusan No. 70/Pdt.GS/2024/PN.Plg., him 3,
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pelelangan atas objek jaminan. Penggugat melakukan gugatan agar dapat
menghindari kerugian yang lebih besar lagi, untuk itu tergugat haruslah
dihukum berdasarkan hukum yang berlaku.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, penulisan skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pertimbangan Hukum Hakim
Atas Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Terhadap Perjanjian
Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Reksa Finnance (Studi

Putusan No: 70/Pdt.Gs/2024/PN.PIg)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka beberapa
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa Faktor penyebab terjadinya Wanprestasi di dalam Perjanjian
Pembiayaan Penjaminan Fidusia?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Wanprestasi
melalui Gugatan Sederhana yang tidak diterima dalam Studi
Putusan Pengadilan Negeri Palembang No:

70/Pdt.GS/2024/PN.Plg?

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan
tujuan dari penelitian ini yakni, sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya

Wanprestasi di dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim
terhadap Wanprestasi melalui Gugatan Sederhana yang tidak
diterima dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No:

70/Pdt.GS/2024/PN.PIg.

D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan pemahaman serta memberikan manfaat sebagai salah satu
sumber referensi bagi semua subjek hukum mengenai literatur ilmu
hukum maupun teori-teori dalam hukum perdata khususnya terkait
dengan kasus Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan

penjaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai
bahan pertimbangan dan pemikiran bagi semua praktisi hukum,

yaitu:
a. Perusahaan Lembaga Pembiayaan PT Reksa Finnance
Penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber
informasi yang mempunyai manfaat dan menambah ilmu
serta wawasan mengenai penerapan wanprestasi terhadap
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam

gugatan sederhana serta efektivitas penegakan hukum dan
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perlindungan konsumen mengenai penerapan wanprestasi
terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia
dalam gugatan sederhana.
b. Konsumen
Penelitian ini dapat diharapkan meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam
perjanjian mengenai penerapan wanprestasi terhadap
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam
gugatan sederhana.
c. Hakim
Penelitian ini dapat diharapkan membantu Hakim
dalam melakukan upaya pengenalan kepada masyarakat
terkait dengan tata cara penerapan wanprestasi terhadap
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam

gugatan sederhana.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan skripsi ini agar pembahasan lebih terarah
dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Dalam penulisan
skripsi yang akan dikaji, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya
wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan
pertimbangan pertimbangan hukum hakim atas perkara gugatan sederhana
wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada

PT Reksa Finnance (Studi Putusan No: 70/Pdt.Gs/2024/PN.PIg).
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F. KERANGKA TEORI
1. Teori Pertimbangan Hakim

Untuk menyesuaikan wujud dari nilai suatu keputusan
hakim yang dapat menjadi aspek penting dan mengandung
kepastian hukum serta keadilan “ec aequo et bono” maka hal ini
sangat diperlukan karena belandaskan dengan pertimbangan
hakim. Pertimbangan hakim terhadap perselisihan antar para pihak
dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa pada prinsipnya
dalam putusan pengadilan dalam perkara perdata pasti ada pihak
yang menang dan pihak yang kalah.

Namun demikian, dengan mengabulkan semua permintaan
pihak yang menang, pihak yang kalah sering kali dihukum terlalu
berat, dan akibatnya pihak yang kalah sering kali mengajukan
gugatan karena tidak setuju dengan putusan pengadilan. Pihak
yang kalah tidak akan menempuh jalur hukum tambahan jika
putusannya adil. Bahkan jika salah satu pihak terbukti melanggar
hukum atau kontrak, putusan perdata harus dapat mengakomodasi
kedua belah pihak. Namun, untuk mengganti kerugian pihak yang
kalah, tidak boleh terlalu berat bagi mereka untuk menolak dan

mengajukan pembelaan kepada hakim. *

1 pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa
Perdata Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal lus Constituendum, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020.
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Pertimbangan hakim dalam sistem peradilan memiliki
banyak manfaaat penting dalam mendukung keadilan serta
efektivitas proses hukum, juga mempunyai manfaat bagi para
pihak yang memiliki sangkutan sehingga pertimbangan hakim
dapat disikapi dengan cermat, tepat, baik dan teliti. Apabila tidak
terlaksana hal tersebut dapat membuat putusan hakim dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

2. Teori Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian maka para pihak harus
memperhatikan sekurang-kurangnya 5 (lima) asas fundamental
yang bersumber dari KUHPerdata. Asas-asas yang dimaksud
adalah:'2

1. Asas Konsensualisme

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak
yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi
atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas
konsensualisme tersirat dalam salah salah satu syarat sah
perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa
supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat

syarat:

2 Hukum Online, 2022, 5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian, Diakses dari
https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccbf/?page=all
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1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338
KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan
(perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Terkait asas kebebasan berkontrak, para pihaknya
memiliki kebebasan untuk hal-hal sebagai berikut:
4. Menentukan/memilih klausa dari perjanjian yang
akan dibuat.
5. Menentukan apa yang menjadi objek perjanjian.
6. Menentukan bentuk perjanjian.
7. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional
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3. Asas Pascta Sunt Servanda
Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas atau prinsip
dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam
perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional.
Asas hukum perdata ini berkaitan dengan kontrak atau
perjanjian yang dilakukan antara para individu dan
mengandung makna, bahwa:

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para
pihak yang membuatnya; dan

2. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap
kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan
tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

4. Asas Itikad Baik
Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian
dengan maksud (iktikad) yang baik. iktikad baik hendaknya
diartikan sebagai:

1. Kejujuran saat membuat kontrak;

2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak
dibuat di hadapan pejabatan, para pihak dianggap
beriktikad baik; dan

3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu
terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para

pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam
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kontrak; atau semata-mata untuk mencegah perilaku
yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan
bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak
hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.

Dalam KUH Perdata, asas hukum perdata ini
tersirat dalam pasal berikut.

1. Pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa
pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan
pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya
sendiri.

2. Pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa
persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang
membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan
pihak Kketiga; persetujuan tidak dapat memberi
keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal
yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatur
perjanjian merupakan segala sesuatu perbuatan dimana satu
individu yang mengaitkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Pasal tersebut berarti bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan di

mana satu pihak atau lebih membuat komitmen untuk melakukan
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sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan pihak lain
atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam
pengertian pasal tersebut tidaklah lengkap, akan tetapi dalam suatu
perjanjian jika menarik kesimpulan dengan jelas terdapat satu
pihak yang mengaitkan dengan pihak lain. ** Ada beberapa
pengertian teori mengenai perjanjian menurut para ahli :

a. Menurut Ahmad Rifai, perjanjian bukan hanya kesepakatan
akan tetapi menciptakan keterikatan hukum yang mengikat
pihak-pihak  untuk memenuhi isi  perjanjian dan
menegaskan aspek penting dalam perjanjian hukum.**

b. Menurut Herlien Budiono, “perjanjian adalah Tindakan
hukum yang terbentuk dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan perihal aturan, bentuk formal oleh
perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung
satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh 2(dua) atau
lebih pihak dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat
hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban
pihak lainnya atau demi kepentingan dan beban kedua

belah pihak (semua)pihak bertimbal balik.”*

3 Ahmadi Miru dan Sakkaa Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233
Sampai 1456, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal 12.

¥ Rifai, A. (2022), Keterikatan Hukum dalam Perjanjian: Suatu Kajian, Jurnal Hukum
dan Masyarakat, 35(3), 150-165.

15 A, Rahim, 2022, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian : Perspektif Teori dan Praktik,
Cetakan Pertama, Makassar, Humanities Genius.



19

Untuk mencapai suatu perjanjian harus memperhatikan

beberapa hal agar perjanjian tersebut sah dalam ruang lingkup

hukum dan tidak adanya kecatatan secara formil maupun materil,

penjelasan tersebut telah diatur dalam KUHPerdata tentang salah

satu syarat yang sah dalam suatu perjanjian dimana tercantum

dalam Pasal1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

yang dimana menurut pasal ini, syarat sah suatu perjanjian adalah

sebagai berikut:

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan suatu dasar atas lahirnya
suatu perjanjian, Artinya semua pihak yang terlibat dalam
perjanjian harus sepakat dan memiliki kehendak yang sama
mengenai  pokok perjanjian. Kesepakatan ini harus
merupakan hasil dari persetujuan sukarela tanpa adanya
unsur paksaan atau tindak penipuan.

Ditegaskan ~ kembali  dalama  Pasal 1321
KUHPerdata, bahwa tidak ada suatu persetujuan yang
memiliki kekuatan jika diperoleh karena paksaan atau

tipuan.*®

' Hukum Online. (2022). “ Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” Diakses
dari https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-

1t63366cd94dcbc/
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b. Kecakapan Untuk Mengadakan Perikatan

Menurut Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan
bahwa seseorang dikatakan ‘“cakap” untuk melakukan
perbuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
Menurut Pasal ini, seseorang yang cakap adalah sesorang
yang dewasa yang telah mencapai usia 21 tahun atau lebih,
namun ada pengecualian jika seseorang telah menikah atau
berada di bawah pengampunan serta tidak mengalami
gangguan mental atau tidak berada dalam situasi yang
mengakibatkan ketidakmampuan untuk bertindak secara
hukum."

Lalu dijelaskan kembali menurut Pasal 433
KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang berada di
bawah pengampunan adalah orang yang mengalami
gangguan jiwa yang dapat menyebabkan mereka tidak dapat
mengurus diri sendiri atau melakukan perbuatan hukum
dengan baik. Pengampunan dapat dilakukan memlaui
proses pengadilan, dan orang yang telah berada di bawah
pengampunan akan diwakili oleh seseorang yang
bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan hukum

mereka.

Y Hukum Online, 2022, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses
dari https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
1t63366cd94dchce/
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Jika pada kedua pasal tersebut tidak terpenuhi maka
hukum dalam perjanjian tersebut dibatalkan karena terdapat
para pihak yang dirugikan akibat dari munculnya perjanjian
tersebut.

Objek Yang Tertentu

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa, “Perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™®

Berdasarkan pasal tersebut, pokok perjanjian yang
dimaksud adalah perjanjian yang merupakan tindakan
hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang terlibat serta pihak-pihak dalam perjanjian
mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu, sehingga menciptakan hak dan

kewajiban hukum.

. Sebab Yang Halal

Diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata tentang
syarat sahnya sebab dalam suatu perjanjian. Pasal ini

menyatakan bahwa, “suatu sebab adalah terlarang, apabila

18 Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is, 2021, Hukum Kontrak: Teori dan Praktik, Cetakan

1, Jakarta, Kencana.
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dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.*

Dengan kata lain, sebab dari suatu perjanjian harus
memenuhi Kriteria sebagi berikut:

a) Tidak bertentangan dengan hukum, artinya objek
dan tujuan dari perjanjian tidak boleh melanggar
ketentuan hukum positif yang berlaku di negara
tersebut.

b) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu
norma-norma dan aturan yang berlaku dalam
masyarakat untuk menjaga kemanan  dan
kesejahteraan bersama.

c) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, yakni nilai
moral dan sosial yang diakui secara umum.?®

Pada bagian yang telah dijelaskan syarat objektif dalam
suatu perjanjian adalah apabila tidak terpenuhinya salah satu atau
keduanya maka mengakibatkan perjanjian tidak akan sah dan

mengikat secara hukum, dapat dianggap batal atau tidak berlaku

dan perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada.

9 Hukumonline, 2023, Pasal 1320 KUH Pedata tentang Syarat Sah Perjanjian. Diakses
dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-
perjanjian-1t656f1d2fffod7/

% Dewi Oktoviana dan Umar Marhum, Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian,
Jurnal Delarev, Volume 1 No. 2 Agustus 2022
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3. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi merujuk pada konsep dalam hukum
perdata yang menjelaskan tentang pelanggaraan atau kegagalan
dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu
perjanjian. Wanprestasi adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang
dilakukan tidak tepat pada waktunya atau dilakukan dengan cara
tidak selayaknya atau tidak dilakukan sama sekali.?

Dalam konteks ini, wanprestasi mengacu dimana situasi
salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya
sesuai dengan apa Yyang telah disepakati dalam kontrak.
Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi, baik itu
disengaja maupun tidak disengaja.

Apabila seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat
pada waktunya atau dengan cara yang berbeda dari yang
diperjanjikan, maka orang tersebut dapat dianggap lalai.

Dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yang menyatakan wanprestasi adalah:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si
berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat

2! Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume Il No. 2 Mei-Agustus 2016
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diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya.”22
Dari pasal 1243 KUHPerdata yang telah dijelaskan diatas
bahwa wanprestasi merupakan:
1. Tidak terpenuhi suatu prestasi.
2. Mencapai sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Mencapai sesuatu tetapi tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah
disepakati

4. Mencapai tujuan tetapi melakukannya secara tidak benar atau

bertentangan dengan tindakan yang telah diperjanjikan.?

G. Metode Penelitian
Penulisan metode penelitian dapat diartikan sebagai beberapa cara
yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan dan dapat
diartikan juga sebagai salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan
dengan cara hati-hati dan konsisten untuk mendapatkan hasil akhir yang
memiliki tujuan dalam menambah sebuah wawasan dan pengetahuan.?*
Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode penulisan sebagai

berikut ini :

2 Nur Azza dan Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi
Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, Jurnal llmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2
Desember 2022

2 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2016, him. 74.

% Depro Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik
Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal IImu Hukum, Volumen 8 No.1 Januari-
Maret 2014
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1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam skripsi ini yaitu menggunakan
metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai
pokok untuk suatu kajian yang berupa hukum yang didasarkan
konsep sebagai salah satu norma atau kaidah dalam kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu fokus dalam penelitian ini yaitu pada
pengelolaan hukum positif, asas-asas hukum doktrin hukum,
peristiwa dalam temuan hukum atau in concreto sistematik hukum,
sejarah serta perbandingan hukum, dan kepustakaan dari buku
hukum.

Jenis penelitian hukum normatif ini dapat dianggap sebagai
penelitian yang paling sesuai dengan tujuan dari hukum serta dapat
menjadi suatu pilihan yang paling tepat dalam disiplin hukum.*®
Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa, perlindungan hukum
merupakan suatu tindakan sebagai salah satu upaya dalam

melindungi atau pertolongan kepada subjek hukum.?®

2. Pendekatan Penelitian
Dalam melakukan penulisan skripsi kita dapat menemukan
berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan dalam

membantu memahami dan mengelola bahan-bahan hukum yang

% Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, him. 96

% Hukum Online, 2022, Teori- Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses
dari https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
1t63366cd94dchce/
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akan kita gunakan. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang
dapat penulis gunakan adalah sebagai berikut :
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dapat dikenal dengan istilah pendekatan juridis-normatif
yaitu pendekatan yang mengakaji semua tentang peraturan
perundang-undangan dan menganalisis semua peraturan
perundangan-undangan dengan ketentuan isu hukum yang
dapat ditelaah atau sedang dalam proses. Skripsi ini lebih
mengutamakan bahan-bahan hukum seperti peraturan
perundang-undangan sebagai landasan yang mendasar
dalam melakukan penelitian hukum.?’

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) merupakan
pendekatan yang dapat dianalisis melalui kasus yang
menjadi landasan putusan serta mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Rasio decidendi atau reasoning dalam
pendekatan ini merupakan pertimbangan dalam suatu
pengadilan untuk mencapai suatu putusan, baik itu

keperluan praktik ataupun dalam bentuk kajian akademis

% saifulanam&Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam
Penelitian Hukum, Dlakses dari https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-
approach-dalam-penelitian-hukum/



27

yang dimana dapat menjadi sebuah referensi dalam
menyusun pemecah permasalahan isu hukum. 2
c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual atau conseptual approach
merupakan pendekatan yang berasal dari pendapat para ahli
hukum atau mempunyai doktrin hukum terkait dengan asas,
konsep dan pengertian konsep hukum yang relevan

sehingga dapat menjadi satu pandangan yang dapt

mengatasi solusi dan permasalahan yang terjadi.”®
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata).

2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia “Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889”.

%8 Katadata.co.id, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Diakses dari
https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-
penelitian-hukum

» Katadata.co.id, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Diakses dari
https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-
penelitian-hukum
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3) Putusan Pengadilan Negeri Palembang No:
70/Pdt.Gs/2024/PN.Plg
4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian  Gugatan
Sederhana.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal
dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah,
jurnal hukum serta artikel hukum dan bahan-bahan hukum
yang dapat diakses melalui internet dan bahan hukum
terkait dengan permasalahan yang ada.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang
memberikan pelengkap untuk penjelasan dan dapat
memberikan petunjuk keterangan dari bahan primer dan
sekunder, dalam bentuk bahan bacaan, surat kabar, kamus
dan hal lain yang dapat membantu memberikan penjelasan

materi terhadap data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik dari pengumpulan bahan hukum yang akan
diperoleh dari penelitian ini menggunakan studi kepustakaan
(library research) dimana dilakukan dengan metode kualitatif

dengan cara menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum
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sekunder guna untuk mendapatkan bahan bacaan dari buku-buku
maupun literatur dari media elektronik serta menelaah peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.*

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Pada penulisan skripsi ini menggunakan kualitatif dalam
metode perspektif, yaitu berdasarkan sumber-sumber yang
diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumen-dokumen
yang kemudian dikumpulkan dan diorganisir menjadi data yang
akan dijadikan bahan dalam memudahkan pencarian jawaban atas
permasalahan skripsi ini. Kemudian data tersebut dianalisis
menggunakan metode induktif atau berlandaskan dengan fakta-
fakta untuk menarik kesimpulan dan nantinya akan dijadikan
sebuah saran. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
pendekatan kualitatif ini menggunakan berbagai cara dalam
meneliti dan menjelaskan tulisan atau perillaku secara nyata.>:
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan secara induktif
yaitu suatu pendekatan berpikir atau metode penalaran dimana
kesimpulan dapat ditarik berdasarkan suatu prinsip yang umum
atau premis. Cara ini dipakai dengan memulai hal umum kemudian

dilanjutkan ke hal-hal khusus, serta dalam membentuk kesimpulan

%0 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Pamulang: Unpam Press, 2019, him. 140
3! Deassy J.A , Margie Gladies, dkk, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Penerbit
Widina Bhakti Persada Bandung, 2023
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ini perlunya memulai suatu dalil hukum untuk menunjukkan suatu
hal yang konkret. Teknik penarikan kesimpulan ini dilakukan
dengan cara sistematis dan berdasarkan data-data yang diperoleh
sebagai penarikan dalam pengambilan kesimpulan atas jawaban

atau analisis dari permasalahan ini.*

71

%2 Muhaimin, Metode Penelitian hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, him.
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